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SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
memerlukan perencanaan kerja pemerintah sebagai
pedoman dalam menentukan arah dan prioritas
pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2024,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, @dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

_4 -

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 93);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 118);

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
071 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 71);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
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34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang
selanjutnya disebut RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah selanjutnya disebut
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan suatu perangkat daerah, serta pagu anggaran sementara
didasarkan atas kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran
sementara.
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BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD
Pasal 2

(1) RKPD tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran
dari RPD serta berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, RKP
nasional, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisme pelaksanaan pembangunan
Daerah antar wilayah dan antar sektor pembangunan serta mewujudkan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah dan efektivitas
pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan
Daerah dan nasional.

(4) RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan

b. pedoman dalam rangka penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas
dan plafon anggaran sementara dan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja Daerah (RAPBD) dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah
kabupaten tahun 2024.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD
tahun 2024 untuk:

a. menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
b. sebagai bahan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 4

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah mengenai kesesuaian dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5
Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:
a. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
b. pagu dana yang tertera dalam RKPD masih bersifat indikatif;

c. kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;

d. kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun
sebelumnya;

e. kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan
hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dan RKPD; dan

f.  hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi
penyusunan RKPD tahun yang akan datang.
Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2024 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

(1) Penyusunan RKPD diselaraskan dengan rencana kerja perangkat daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas nasional.

(2) Dalam hal belum bisa diselaraskan penyusunan RKPD dengan rencana kerja
perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) karena belum tersusunnya RKPD Provinsi Kalimantan, maka dalam
pelaksanaannya akan disesuaikan atau memedomani RKPD Provinsi
Kalimantan Selatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
MUHAMMAD NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS

FITRL S.H.

Pembina/TVa
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